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Abstract

The purpose of this writing is to analyze the developer's responsibility for canceling home purchases by prospective buyers. This paper uses a normative type of writing. The approach used is an economic analysis approach to law that serves to overcome legal problems and assess the impact of the application of certain legal rules. Based on the analysis, it shows that the developer is domiciled as a seller and the prospective buyer has not been domiciled as a buyer because the sale and purchase transaction occurs when the parties have signed PPJB. Then, the developer's responsibility related to the cancellation of the purchase of a house by a prospective buyer before the existence of PPJB is to make a refund of the money paid by the prospective home buyer as regulated by Article 22H Paragraph (2) PP 12/2021 which is a form of the principle of absolute responsibility of the developer. The refund of the purchase of the house is preceded by an agreement on the amount of money that can be returned, where the prospective buyer can only get a maximum refund of 80% of the amount paid.
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Abstrak
Tujuan penulisan ini yaitu untuk menganalisis pertanggungjawaban developer atas pembatalan pembelian rumah oleh calon pembeli. Tulisan ini menggunakan jenis penulisan normatif. Adapun pendekatan yang digunakan ialah pendekatan analisis ekonomi terhadap hukum yang berfungsi untuk mengatasi permasalahan hukum dan mengkaji dampak penerapan aturan hukum tertentu. Berdasarkan analisis menunjukkan bahwa developer berkedudukan sebagai penjual dan calon pembeli belum berkedudukan sebagai pembeli yang disebabkan transaksi jual beli terjadi ketika para pihak telah menandatangani PPJB. Kemudian, tanggung jawab developer terkait pembatalan pembelian rumah oleh calon pembeli sebelum adanya PPJB yaitu melakukan pengembalian uang yang telah dibayarkan oleh calon pembeli rumah sebagaimana diatur Pasal 22H Ayat (2) PP 12/2021 yang merupakan bentuk dari prinsip tanggung jawab mutlak developer. Pengembalian uang pembelian rumah tersebut didahului dengan kesepakatan terhadap jumlah uang yang dapat dikembalikan, yang mana calon pembeli hanya dapat memperoleh pengembalian maksimal 80% dari jumlah yang telah dibayarkan.
Kata Kunci: Developer; Calon Pembeli; Pembatalan Pembelian Rumah

A. Pendahuluan
Tren pembelian rumah tinggal di Indonesia terus mengalami peningkatan, yang dipicu oleh pertumbuhan populasi yang signifikan. Berdasarkan data  Badan Pusat Statistik (BPS), pada pertengahan tahun 2023 penduduk di Indonesia berjumlah 278,69 juta jiwa, mengalami peningkatan sekitar 1,05% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Total kebutuhan akan tempat tinggal hingga tahun 2030 diperkirakan mencapai 29,6 juta unit. Dengan pasokan perumahan rata-rata sebanyak 400 ribu unit per tahun, diperkirakan pada tahun 2030, jumlah pasokan rumah baru akan menyentuh angka sebanyak 8 juta unit atau hanya 27% dari kebutuhan (Detikfinance 2014). Tingginya kebutuhan rumah di suatu negara umumnya dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu, urbanisasi, pertumbuhan penduduk, dan perkembangan ekonomi. Peningkatan dalam pembangunan perumahan dan permukiman bertujuan untuk menyediakan tempat tinggal yang sehat, aman, harmonis dan berkelanjutan (Iwan Suprijanto 2004). Tempat tinggal yang layak dapat memastikan peningkatan kualitas hidup bagi masyarakat. Tempat tinggal yang layak memiliki beberapa parameter yaitu keselamatan bangunan, keterjangkauan, kenyamanan, keamanan, lokasi yang layak, dan layak secara budaya (Ihwan et al. 2022). Oleh sebab itu rumah termasuk dalam kategori papan yang merupakan bagian dari kebutuhan dasar atau pokok yang wajib dimiliki oleh manusia.
Pemenuhan terhadap hak setiap orang untuk memiliki rumah wajib diikuti dengan terjangkaunya harga rumah. Terjangkaunya nilai jual rumah bagi masyarakat menengah ke bawah dengan pendapatan yang rendah perlu menjadi perhatian. Hal ini diperuntukan agar akses terhadap kepemilikan perumahan di Indonesia menyentuh kelompok sampai ke masyarakat kelas bawah. Memiliki rumah merupakan bagian dari kebutuhan dasar serta hak setiap orang yang dilindungi konstitusi bagi setiap warga negara Indonesia (Panjaitan 2018). Adanya jaminan secara konstitusional bagi setiap orang untuk memiliki rumah wajib dihormati, dilindungi dan dipenuhi oleh pemerintah.
Di Indonesia, bagi masyarakat yang belum memiliki hunian rumah umumnya hanya dapat diperoleh melalui transaksi jual-beli rumah. Aktivitas jual beli rumah memiliki beberapa proses untuk memastikan amannya transaksi. Adapun beberapa model pembelian perumahan. Pertama, pemilik dan pembeli rumah melakukan transaksi secara langsung dalam proses pembelian rumah. Kedua, ada opsi pembelian rumah melalui kredit pemilikan rumah (KPR). Terdapat layanan yang disediakan dari lembaga perbankan untuk individu yang berkeinginan mendapatkan fasilitas pinjaman untuk memperoleh kredit perumahan (Heykal 2014). Ketiga, pembelian rumah dapat dilakukan melalui model perjanjian antara pembeli dan pengembang. Meningkatnya kebutuhan masyarakat akan tempat tinggal telah membuat bisnis properti semakin potensial. Tingginya kebutuhan masyarakat akan hunian mengakibatkan sektor properti menjadi investasi yang menjanjikan di Indonesia. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut para pengembang bersaing dalam menawarkan berbagai produk perumahan yang mereka produksi. Di masyarakat perusahaan pengembang perumahan dikenal dengan istilah developer, yang secara yuridis dikenal dengan istilah pelaku pembangunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Perjanjian Pendahuluan Jual Beli Atau Perjanjian Pengikatan Jual Beli Untuk Rumah Umum Dan Satuan Rumah Susun Umum (Permen PUPR 16/2021).
Selain developer, pihak yang terkait dengan aktivitas jual beli rumah ialah calon pembeli rumah. Calon pembeli rumah merupakan individu yang berencana ingin membeli rumah atau telah melakukan proses pembelian rumah. Proses pembelian rumah antara calon pembeli rumah dengan developer dapat dimulai dari proses pemasaran yang terjadi pada saat sebelum atau dalam proses sebelum penandatanganan PPJB sebagai diatur dalam Pasal 1 Angka 12 dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman (PP 12/2021). Kegiatan jual beli antara pihak developer dengan calon pembeli dimungkinkan timbul permasalahan-permasalahan. Salah satunya ialah pembatalan pembelian rumah oleh calon pembeli tanpa adanya kelalaian dari developer. Merujuk pada ketentuan Pasal 22H Ayat (3) PP 12/2021 menentukan bahwa, “Dalam hal pembatalan pembelian Rumah tunggal, Rumah deret, atau Rumah susun pada saat Pemasaran oleh calon pembeli yang bukan disebabkan oleh kelalaian pelaku pembangunan, pelaku pembangunan mengembalikan pembayaran yang telah diterima kepada calon pembeli dengan dapat memotong paling rendah 20% (dua puluh persen) dari pembayaran yang telah diterima oleh pelaku pembangunan ditambah dengan biaya pajak yang telah diperhitungkan.” Belum adanya kejelasan pengaturan terkait parameter dan indikator dapat dibatalkannya pembelian rumah oleh calon pembeli yang bukan kelalaian dari developer serta alasan ketentuan nilai pengembalian 20% dari pembayaran yang telah diterima developer. Hal menjadi penting guna mengetahui pertanggungjawaban developer serta perlindungan bagi kepentingan hak -hak calon pembeli ditinjau dari nilai keadilan.
B. Metode 
Tulisan ini menggunakan jenis penulisan normatif. Adapun pendekatan yang digunakan ialah pendekatan analisis ekonomi terhadap hukum yang berfungsi untuk mengatasi permasalahan hukum dan mengkaji dampak penerapan aturan hukum tertentu (Ibrahim 2009). Pendekatan analisis ekonomi terhadap hukum digunakan untuk mengkaji permasalahan potensi dampak kerugian dari developer atau calon pembeli atas pembatalan pembelian yang bukan kelalaianya serta analisis terhadap nilai pengembalian 20% dari pembayaran yang telah diterima developer. Disamping itu digunakan teknik interpretasi sistematis gunan menganalisis parameter dari kelalaian developer untuk mengetahui hal-hak yang tidak termasuk kelalaian developer dalam kegiatan jual beli perumahan.
C. Analisis dan Pembahasan
1. Kedudukan Calon Pembeli Dan Developer Dalam Aktivitas Jual-Beli Rumah
Pada prinsipnya, pihak-pihak dalam jual beli rumah ialah pembeli dan developer. Kedudukan pihak pembeli ialah sebagai konsumen, sedangkan developer ialah sebagai pihak pelaku usaha atau penjual (Brahmanta, R, and Sarjana 2016). Selain pembeli dan developer, pihak yang turut serta membantu kegiatan jual beli rumah ialah Notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), dan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Notaris ialah pihak yang berwenang dalam membuat PPJB, sedangkan PPAT ialah pihak yang berwenang untuk membuat Akta Jual Beli (AJB). Kemudian, BPN merupakan lembaga pemerintah yang menyelenggarakan pertanahan serta lembaga yang bertanggung jawab dalam menerbitkan sertipikat (Hutabarat, Sitohang, and Siambaton 2021). Selain pihak-pihak tersebut masih ada pihak lainnya yang dapat turut serta dalam aktivitas jual beli rumah seperti bank sebagai pemberi kredit untuk membantu pendanaan masyarakat dalam pembelian rumah serta pemerintah daerah juga berperan dalam pengurusan izin serta bea peralihan hak. Pada aktivitas jual beli rumah, sebagaimana diatur dalam PP 12/2021 dikenal istilah calon pembeli. Definisi calon pembeli tidak ditentukan dalam PP 12/2021. Secara umum, calon pembeli dapat diartikan bahwa pihak tersebut belum berkedudukan sebagai pembeli. Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan proses jual beli yang belum selesai yang disebabkan dua hal. Pertama, calon pembeli belum melakukan pelunasan. Kedua, rumah yang menjadi objek transaksi jual beli belum selesai atau dapat dihuni. Oleh karena itu, calon pembeli rumah belum berkedudukan sebagai konsumen. Hal ini sejalan dengan pengertian konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 199 tentang Perlindungan Konsumen (UU 8/1999) yang mana calon pembeli rumah belum memakai atau mempergunakan barang yang ditawarkan oleh developer. Sebagai pihak yang membangun perumahan, umumnya developer telah memasarkan produknya sebelum pembangunan diselesaikan (Shafira et al. 2019). Oleh karena itu, hubungan antara developer dengan calon pembeli rumah dimungkinkan terjadi sebelum produk rumah dari developer terselesai terbangun. Secara yuridis, hubungan tersebut termasuk dalam kategori pemasaran sebagaimana definisi pemasaran dalam Pasal 1 Angka 12 PP 12/2021. Pada ketentuan pasal tersebut yang dimaksud dengan pemasaran ialah aktivitas memperkenalkan dan menawarkan produk rumah yang dibangun oleh developer baik saat atau sebelum PPJB. Lebih lanjut merujuk pada Pasal 22 jo. 22B PP 12/2021 pihak developer telah diperbolehkan untuk memasarkan perumahan pada tahap proses pembangunan dengan memastikan informasi yang benar serta kepastian perencanaan dan kondisi fisik yang ada.
Dalam kegiatan pemasaran oleh developer terhadap calon pembeli telah dipastikan ada dua pihak yang terlibat. Pertama, developer sebagai penjual dan pemilik properti. Kedua, calon pembeli yang berencana untuk membeli rumah. Keterlibatan kedua belah pihak tersebut dapat terjadi ketika proses pemasaran belum sampai pada proses pembuatan PPJB. Jika proses pemasaran telah berlanjut pada pembuatan PPJB, tetapi belum penandatangan para pihak, maka ada peran pihak notaris yang termasuk dalam kategori aktivitas pemasaran tersebut. Secara umum, tahapan dalam jual beli rumah antara calon pembeli dengan developer dimulai dari tahap penawaran dari developer. Jika calon pembeli setuju dengan penawaran developer dilanjutkan dengan melakukan pembayaran uang tanda jadi pemesanan yang berfungsi sebagai jaminan pembelian (Innaka, Rusdiana, and Sularto 2013). Setelah proses pembayaran uang tanda jadi dapat dilanjutkan dengan down payment. Umumnya telah terjadi kesepakatan diantara para pihak terkait pembayaran menggunakan sistem kredit KPR atau dengan pelunasan langsung. Untuk selanjutnya para pihak membuat ikatan awal yaitu PPJB sebagai perjanjian permulaan agar yang setelahnya dilanjutkan untuk membuat AJB (Ramadhani 2022). Setelah proses penandatangan PPJB calon pembeli rumah tidak lagi berkedudukan sebagai calon pembeli, melainkan berkedudukan sebagai pembeli. Hal ini disebabkan oleh sistem pre project selling yang melekat pada PPJB sebagai perjanjian pendahuluan dalam jual beli rumah oleh karena terdapat syarat yang belum dipenuhi oleh salah satu pihak (Halim 2022). Syarat yang belum dipenuhi oleh pihak developer disebabkan karena pembangunan rumah yang dibeli oleh pembeli belum dibangun atau masih dalam tahap proses. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 1 Angka 11 PP 12/2021 terkait dengan PPJB. Walaupun para pihak telah terikat dalam PPJB, kondisi tersebut bukanlah tanda telah terjadinya peralihan hak. Jual beli properti yang diikat dengan PPJB, masih merupakan kepemilikan developer (Rahmani 2018). Secara formil, peralihan hak atas jual beli rumah terjadi ketika adanya AJB dari PPAT yang berkedudukan sebagai akta otentik (Murni 2018). Setelah adanya akta AJB, pembeli dapat melakukan pendaftaran kepemilikan atas tanah kepada pemerintah yang menyelenggarakan urusan pada bidang pertanahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (PP 24/1997). Apabila aktivitas jual beli antara developer dengan calon pembeli masih dalam tahapan pembuatan atau sebelum ditandatangani masih dimungkinkan adanya pembatalan oleh calon pembeli untuk membeli rumah kepada developer. Secara yuridis, pembatalan pembelian rumah dapat dilakukan oleh pembeli walaupun tidak ada kelalaian developer dalam proses pembangunan rumah. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 22H Ayat (3) PP 12/2021. Pembatalan yang terjadi ketika PPJB telah ditandatangani dapat terjadi karena adanya ketentuan mengenai syarat batal dalam PPJB yang menjelaskan alasan-alasan dapat dilakukannya pembatalan (Alfirridho and Warka 2024). Alasan-alasan yang menjadi syarat batal dari PPJB yaitu, wanprestasi yang disebutkan dalam perjanjian, perjanjian dapat diputus dengan kesepakatan kedua belah pihak, penyampingan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) yang mana para pihak tidak perlu menempuh proses pengadilan dalam pembatalan PPJB, dan adanya prinsip ingebrekestelling, yakni pemberian “akta lalai” menurut Pasal 1238 KUHPer (Amin 2018).
2. Pertanggungjawaban Developer Atas Pembatalan Pembelian Rumah Oleh Calon Pembeli Yang Bukan Kelalaiannya

Dalam konteks transaksi properti, prinsip tanggung jawab melibatkan kewajiban untuk memberikan informasi yang sesuai dan komprehensif kepada semua pihak yang terlibat. Tanggung jawab juga mencakup ketaatan terhadap peraturan dan regulasi yang berlaku di industri properti, sehingga transaksi dapat terlaksana dengan sah dan etis. Menerapkan prinsip tanggung jawab juga menjamin bahwa semua pihak yang terlibat dalam transaksi properti dapat menjalankan hak dan kewajiban mereka dengan seadil-adilnya dan sesuai dengan norma hukum yang berlaku. 
Dalam aktivitas jual beli rumah, developer memiliki beberapa tanggung jawab. Adapun tanggung jawab developer yaitu, menyelesaikan pembangunan, menyerahkan sertipikat hak milik kepada pembeli, menjaga kualitas konstruksi (Putri Mardiah Harahap et al. 2022; Pratiwi, Sari, and Ariani 2022). Tanggung jawab juga dapat diartikan sebagai kewajiban suatu pihak untuk menanggung konsekuensi atas kerugian pihak lainnya karena kesalahan yang disengaja atau tidak disengaja (Salim and Pandamdari 2019). Secara prinsip, tanggung jawab timbul dari adanya kesalahan. Akan tetapi, merujuk pada ketentuan Pasal 22H Ayat (3) pihak developer tetap bertanggung jawab mengembalikan uang pembayaran rumah yang telah dibayarkan calon pembeli dengan memotong paling rendah 20% walaupun pembatalan tidak disebabkan kelalaian dari developer. Oleh karena itu, ketika calon pembeli telah melakukan uang tanda jadi ataupun down payment dan belum ditandatanganinya PPJB calon pembeli berhak untuk membatalkan pembelian dengan tetap mendapatkan pengembalian uang pembayaran. Model tanggung jawab developer tersebut merupakan tanggung jawab tanpa kesalahan (liability without fault) atau tanggung jawab mutlak atau risiko (Erwinsyahbana and Melinda 2018).
Berdasarkan Pasal 1367 KUHPer menentukan bahwa, “Seseorang tidak hanya bertanggung jawab, atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.” Prinsip tanggung jawab mutlak merupakan prinsip tanggung jawab yang tidak didasarkan pada aspek kesalahan (fault/negligence) dan hubungan kontrak (privity of contract), tetapi didasarkan pada cacatnya produk (objective liability) dan risiko atau kerugian yang diderita konsumen (risk based liability). Dikatakan bahwa tujuan utama dari prinsip tanggung jawab mutlak adalah jaminan atas konsekuensi atau akibat hukum dari suatu produk yang mengakibatkan kerugian bagi konsumen. Dengan adanya prinsip tanggung jawab mutlak menempatkan produsen sebagai pihak yang bertanggung jawab penuh terhadap produknya, bahkan tanpa memandang adanya kelalaian atau kesalahan dari produsen (Nur and Prabowo 2011). Prinsip pertanggungjawaban tanpa kesalahan dalam transaksi properti juga memberikan insentif bagi pelaku usaha untuk melakukan evaluasi risiko secara cermat sebelum mengambil keputusan. Hal ini melibatkan analisis mendalam terhadap potensi risiko yang dapat muncul selama proses transaksi, termasuk aspek hukum, finansial, dan teknis. Tanggung jawab dalam transaksi properti memiliki dampak signifikan baik developer maupun calon pembeli. Sebagai pihak yang mengembangkan properti, developer wajib memberikan informasi yang akurat mengenai properti yang ditawarkan, menjaga infrastruktur umum dengan baik, dan mengembalikan uang muka jika terjadi kelalaian atau ketidaksesuaian dengan informasi yang disediakan.
Pemahaman akan kesalahan atau kelalaian dalam pembangunan perumahan merupakan proses yang memerlukan pemahaman terhadap aspek-aspek mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan. Hal tersebut menjadi penting untuk mengetahui adanya kelalaian developer atau tidak sebelum terjadinya penandatanganan PPJB. Hal ini terjadi karena aktivitas penjualan oleh pihak developer menggunakan sistem pre project selling yang mengakibatkan peralihan atas transaksi barang belum terjadi. Umumnya, kelalaian developer berkaitan dengan keterlambatan penyelesaian pembangunan, kualitas bangunan yang buruk, dan masalah perizinan atau legalitas. Ditambah lagi kurang jelasnya informasi yang diberikan developer terhadap produk kepada calon pembeli merupakan salah satu bentuk kelalaian developer dalam proses pemasaran. Menurut J. Guwandi kelalaian memiliki enam bentuk, antara lain (Rokayah and Widjaja 2022):
1. Seseorang melakukan suatu perbuaan yang melanggar hukum; 

2. Pelaksanaan suatu tindakan tidak secara benar;
3. Tidak melakukan suatu tindakan yang sebenarnya ada kewajiban untuk melakukan;

4. Malpraktik;

5. Cara penanganan sembarangan;

6. Sikap yang tidak peduli terhadap keselamatan orang lain, walaupun diketahui akan terjadi cedera/merugikan kepada orang lain;

Terpenuhi atau tidak terpenuhinya hal-hal yang berkaitan kelalaian developer tersebut, tidak menghindari developer dari tanggung jawabnya. Selama belum adanya PPJB antara developer dengan calon pembeli calon pembeli berhak untuk mendapatkan maksimal 80% dari uang yang telah dibayarkannya. Jika para pihak telah terikat dengan Akta PPJB potensi untuk jaminan pembelian rumah telah memberikan jaminan kepastian hukum bagi developer dan calon pembeli. Hal ini karena Akta PPJB merupakan salah satu proses di dalam tahapan pembelian rumah sebagaimana diatur dalam PP 12/2021. PPJB memberikan keyakinan kepada para pihak, menciptakan rasa keamanan dan kepercayaan.

Secara yuridis, ketentuan Pasal 22H Ayat (3) bertentangan dengan ketentuan Pasal 1464 KUHPer yang menentukan bahwa, “Jika pembelian dilakukan dengan memberi uang panjar, maka salah satu pihak tak dapat membatalkan pembelian itu dengan menyuruh memiliki atau mengembalikan uang panjarnya.” Apabila merujuk pada ketentuan tersebut pihak developer tidak perlu melakukan pengembalian uang yang telah dibayarkan oleh calon pembeli yang terjadi sebelum PPJB. Akan tetapi, selama para pihak sepakat serta telah memperoleh konsensus sebelum terjadinya pembayaran mengenai ketentuan dalam Pasal 22H ayat (3) yang mana developer dapat memotong paling rendah 20% dari yang telah dibayarkan mengakibatkan uang yang telah dibayarkan oleh calon pembeli rumah dapat dikembalikan sesuai dengan kesepakatan para pihak.
D. Kesimpulan
Kedudukan developer dalam jual beli rumah ialah sebagai penjual atau pihak yang memiliki properti, sedangkan calon pembeli merupakan pihak yang belum berkedudukan sebagai pembeli yang disebabkan transaksi jual beli terjadi ketika para pihak telah menandatangani PPJB. Situasi tersebut mengakibatkan belum terjadinya peralihan hak diantara para pihak. Walaupun belum terjadinya peralihan hak, pihak developer tidak dapat menjual properti tersebut kepada pihak lain sebagai konsekuensi atas prinsip pre project selling. Tanggung jawab developer terkait pembatalan pembelian rumah oleh calon pembeli sebelum adanya PPJB yaitu melakukan pengembalian uang yang telah dibayarkan oleh calon pembeli rumah sebagaimana diatur Pasal 22H Ayat (2) PP 12/2021 yang merupakan bentuk dari prinsip tanggung jawab mutlak developer. Pengembalian uang pembelian rumah tersebut didahului dengan kesepakatan terhadap jumlah uang yang dapat dikembalikan, yang mana calon pembeli hanya dapat memperoleh pengembalian maksimal 80% dari jumlah yang telah dibayarkan.
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